SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/33/Prov/1/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan diangkat Satuan
Tugas Unit Kerja Eselon Il di Lingkungan Sekretariat
KPU Provinsi oleh Ketua KPU Provinsi yang terdiri atas
Tim Kerja, terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan
Bidang-Bidang yang menangani unsur-unsur
lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern dengan komposisi
diisi oleh pejabat/pegawai dengan melibatkan antar
bagian, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
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s

10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor
11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Scekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

15. Surat  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Nomor_1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan
Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020.

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Satuan Tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan
penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan olch
Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan
materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP
di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah;
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c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;

d. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan
Umum dan Inspektorat Komisi Pemilihan Umum;

e. Menyusun laporan hasil penyelengaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah dan menyampaikan laporan kepada
Inspektorat Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020
Nomor SP DIPA-076.01.2.654404/2019 tanggal 12
November 2019 pada kegiatan 3361 Pemeriksaan di
Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, output 3361.005
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, sub-output
3361.005.051 Reviu Laporan Keuangan KPU Standar
Akuntansi Pemerintah, B Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

YULIANTO SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
e OVINSI JAWA TENGAH
oL .rI;P, Y BAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

JAWA TENGAH

NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/33/Prov/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO

NAMA

JABATAN DALAM
INSTANSI

JABATAN DALAM SATGAS

TUGAS DALAM SATGAS

3

YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos, M.I.Kom

KETUA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak

yang telah disusun

IKHWANUDIN, S.Ag, M.Si

ANGGOTA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak
yvang telah disusun

PAULUS WIDIYANTORO, SE, MM

ANGGOTA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak

yang telah disusun

Dra. PUTNAWATI, M.Si

ANGGOTA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak

yvang telah disusun

MUSLIM AISHA, SH.I

ANGGOTA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak
yang telah disusun
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DIANA ARIYANTI, SP

ANGGOTA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak
yang telah disusun

TAUFIQURROHMAN, ST

ANGGOTA

PENGARAH

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak

yang telah disusun

Dra. SRI LESTARININGSIH, M, Si

SEKRETARIS

PENANGGUNGJAWAB

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun
kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan
pengendalian untuk menjamin kualitas
penyelenggaraan SPIP

R. SURYANTO, S.Pd., M.Kom

KABAG KUL

KETUA

Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan
SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat

10,

SUPARMAN, SE, M.Si

KABAG PDOS

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Memfasilitasi dan menyusun rencana penyelenggaraan
SPIP, di unit kerja dan menyusun kegiatan
penyelenggaraan SPIP di Bagian PDOS

11.

KURNIA DIAN WIJANARKO

KASUBBAG PRODAT

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan
dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub
Bagian ProDat

12.

DWI ASTUTI WULANDARI, ST

KASUBBAG KEUANGAN

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan
dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub
Bagian Keuangan

13.

KIKI RIZKA NINGSIH, SH, MH

KASUBBAG HUKUM

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan
dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub
Bagian Hukum
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14.

EKO SUPRIYONO, S.Kom

KASUBBAG UMLOG

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan
dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub
Bagian Umlog

15.

MAHAENDRA AWANG DK, SE, M.M STAF OSDM

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan
dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub
Bagian OSDM

16.

DIMAS DWHINGGA NAROTAMA, S.1P STAF TEKMAS

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan
dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub
Bagian Tekmas

17.

NUKE WIJAYANTI KUSUMO, S.H., M.H STAF HUKUM

TIM KERJA/SEKRETARIAT

Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan
SPIP dari masing-masing Sub untuk di laporkan
kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum

Salinan sesuai dengan aslinya
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Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

YULIANTO SUDRAJAT




